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Abstrak
 

Tesis ini membahas mengenai salah satu problema atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris.

Dimana pelanggaran tersebut merugikan klienklien si Notaris tersebut. Penelitian ini menggunakan metode

penelitian yuridis normatif.Notaris X, salah satu Notaris di Jakarta tiba-tiba meninggalkan jabatannya

sebagai seorang Notaris dan tidak diketahui keberadaannya. Pada waktu itu, klien Notaris X tersebut sedang

menunggu penerbitan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan

perseroan terbatasnya sebagai badan hukum.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Notaris X tersebut dapat ditindak melalui 2 (dua) cara yaitu melalui

pelaporan kepada MPD dan juga kepada Pengadilan. Selain itu kepada akta pendirian perseroan terbatas

tersebut, Majelis Pengawas Notaris dapat memberikan rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia untuk membatalkan permohonan pengesahan pendirian perseroan terbatas tersebut dan juga

memberikan surat pengantar atau surat rekomendasi kepada pendiri untuk melakukan permohonan

pengesahan pendirian perseroan terbatas tersebut sendiri.

......This thesis consist of one of the problem or violation done by this certain notary. The research used a

yuridist normative method. Notary X, as one of a notary in Jakarta suddenly left his job as a notary and

made his wherebouts unknown. At that time, Notary X?s client was waiting for the outcome of an Approval

from the Minister of Law and Human Rights to validate his/her company as a corporation.

Researchs deducted that Notary X can be charged in two ways, one with a report to MPD and two, a report

to the Court. Besides that, with the establihment deeds he/she has done, Majelis Pengawas Notaris has a

right to give a recomendation to Minister of Law dan Human Rights Republic of Indonesia to cancel the

application and Majelis Pengawas Notaris can give a recomendation letter to the founder to apply the

application of approval themselves.
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